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Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan
pajak daerah dari tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002, prediksi
pendapatan pajak daerah dan tahun anggaran 2003 sampai tahun 2007 dan
mengetahui berapa besar sumbangan pendapatan pajak daerah terhadap
penerimaan daerah.

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota
Yogyakarta pada bulan November 2003 sampai dengan bulan Februan 2004.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan adalah: (1) untuk masalah pertama digunakan
analisis angka indeks, yaitu: dengan cara membandingkan antara penerimaan
pajak daerah yang akan dihitung angka indeksnya dengan penerimaan pajak
daerah tahun dasar, (2} untuk masalah kedua digunakan persamaan trend garis
lurus. Dan persamaan frend tersebut kemudian dilakukan penghitungan prediksi
pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2003 sampai tahun 2007, (3) untuk
masalah ketiga digunakan analisis horisontal yaitu dengan cara membandingkan
pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu dengan total penerimaan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perkembangan pendapatan
pajak daerah dan tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002 adalah: sebagian
besar mengalami kenaikan, kecuali pajak hiburan pada tahun anggaran 1999/2000
dan tahun anggaran 2000, mengalami penurunan karena banyaknya usaha hiburan
seperti bioskop mengalami kerugian terpaksa ditutup, serta pajak penerangan jalan
pada tahun anggaran 2000 juga mengalami penurunan karena berkurangnya
permintaan penggunaan tenaga listrik, (2) prediksi pendapatan pajak daerah dari
tahun anggaran 2003 sampai tahun 2007 selalu mengalami kenaikan, (3)
sumbangan penenimaan pajak daerah terhadap penerimaan dacrah dari tahun
anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002 yang terbesar adalah dari sektor pajak
hotel dan restoran sedangkan sumbangan yang terkecil adalah dan sektor pajak
reklame.
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ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT, PREDICTION AND THE
POTENT OF LOCAL TAX INCOME

The Case Study at The City Government of Jogjakarta

MARIA AGNES KEWA NUBI
SANATA DHARMA UNIVERSITY
JOGJAKARTA
2004

The purpose of this research were to find out the development of local
tax income for the fiscal year of 1998/1999 to 2002, the prediction of it from the
budget of 2003 to 2007 and to find out how much the contribution of local tax
income to the local revenue was. :

The research was done at the local tax service office in the city of
jogjakarta from November 2003 to February 2004. The techniques of data
collection were interview and documentation. The techniques of data analysis
used were: (1) for the first problem, it was used the index number analysis,
namely by comparing between the local tax revenue which would be counted its
index number and the local tax revenue in the basic year, (2) for the second
problem, it was used the linear trend equation. From that trend equation, it can be
be counted the prediction of the local tax income for the fiscal year of 2003 to
2007, (3) for the third problem, it was used the horizontal analysis that was done
by comparing the local tax income for the certain year with the total of local
revenue.

The result of this research indicated that: (1) the development of the
local tax income for the budget of 1998/1999 to 2002 was mostly experience
increasing except for the tax of entertainment in the fiscal year of 1999/2000 and
2000 experience decreasing because many entertainment businesses like movies
in the fiscal year of 2000 were forced to close due to losses and the tax of street’s
lighting in the fiscal year of 2000 also had the same experience due to the
decrease in the electricity demand, (2) the prediction of local tax income for fiscal
year of 2003 to 2007 always show to increase, (3) the biggest contribution of local
tax revenue toward the local one for the fiscal year of 1998/1999 to 2002 was
from the tax of hotel and restaurant while the smallest contribution was from the
tax of advertisement.
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BAB1

PENDPAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang membutuhkan dana yang
besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan
pembangunan, apalagi ditambah dengan krisis ekonomi dan berbagai
kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Selain mendapatkan
dana pinjaman dari luar negeri upaya mendapatkan dana dar dalam negeri
juga harus dilakukan.

Pada masa reformasi sekarang ini, otonomi daerah semakin diperluas,
sehingga daerah mempunyai kewenangan yang semakin luas dalam mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tujuan akhir untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama
dalam hal pelavanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di dzerah.

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai
penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pusat, harus
juga menggali sumber dana dari daerah, misalnya hasil pajak daerah, hasil
perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak merupakan
sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penerimaan pajak



dalam suatu daetah menjadi hal penting karena dar pajak tersebut dapat
digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Penerimaan pajak daerah selalu mengalami perkembangan, perkembangan
yang terjadi dari tahun ke tahun dapat berupa kenaikan atau penurunan
penerimaan pajak. Kenaikan atau penurunan tersebut dapat dianalisis
penyebabnya. Penerimaan pajak juga dapat diprediksi untuk beberapa tahun
yang akan datang berdasarkan data penerimaan pajak tahun-tahun lalu.
Berdasarkan penclitian terlebih dahulu:

Florentina Dyah Wanita Wulan pada tahun 1997 melakukan penelitian
dengan judul “Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Dan Prediksi
Pendapatan Pajak Daerah, studi kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat [
Propinsi Daerah Istimewa Yogyvakarta”. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis horizontal dan persamaan trend garis lurus. Dari penelitian ini,
penuiis berkesimpulan bahwa perkembangan pendapatan pajak daerah
Propinsi Daerah [stimewa Yogyakarta dari tahun anggaran 1992/1993 sampai
1996/1997 selalu mengalami kenaikan/peningkatan. Sedangkan prediksi
pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun mendatang mengalami
kecenderungan naik.

Martina Feny Andias pada tahun 2000 melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap
Pemungutan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli
Daerah, studi kasus pada Pasar Beringharjo” Teknik analisis data yang

digunakan adalah korelasi sederhana, korelasi berganda, dan regresi berganda.
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Dari penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan
koordinasi dan pengawasan mempunyal hubungan positif dan signifikan
dengan pemungutan retribusi pasar.

Fransiska Hana Martina pada tahun 2000 melakukan penelitian dengan
judul “Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Pembangunan I (PP I) sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kotamadya Yogyakarta”. Dan
lebih dikhususkan pada Pajak Pembangunan I (PP I) yaitu pajak hotel dan
restoran. Pajak Hotel dan Restoran terdiri dari:

1. Hotel dan Penginapan.

2. Rumah makan/warung makarn.

3. Pedagang kaki lima

4. Sekaten.

Fransiska Hana Martina meneliti tentang berapa besar kontribusi Pajak
Pembangunan I terhadap penerimaan daerah dan bagaimana tingkat
pertumbuhan Pajak Pembangunan [ dari tahun anggaran 1995/1996 sampai
dengan tahun anggaran 1998/1999. Data vang digunakan adalah data
penerimaan daerah tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran
1998/1999.

Sedangkan penelitian ini dengan judul “Perkembangan Pendapatan Pajak
Daerah, Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Serta Potensi Pendapatan Pajak
Daerah”. Pajak daerah terdin dari: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Penelitian ini

membahas tentang perkembangan nendapatan pajak daerah, prediksi



pendapatan pajak daerah dan seb~rapa besar sumbangan pendapatan pajak
daerah terhadap penerimaan daerah. Data yang digunakan adalah data
penerimaan daerah pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun
anggaran 2002.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis horizontal yaitu
analisis dengan mengadakan perbandingan antara penerimaan Pendapatan
Pajak Pembangunan I dengan Penerimaan Daerah. Dari penelitian ini, penulis
berkesimpulan bahwa penerimaan terbesar dan kontribusi Pajak Pembangunan
[ yang didapat adalah sektor hotel dan rumah penginapan, karena kota
Yogyakarta merupakan tujuan wisata, sedangkan kontribusi terkecil pada
sektor sekaten. Hal ini disebabkan karena sekaten hanya terjadi setahun sekali
sehingga pendapatannya juga sangat kecil. Dan tingkat pertumbuhan Pajak
Pembangunan I tidak stabil karena penerimaan pendapatan Daerah dari tahun
ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Maria Magdalena Sribejani pada tahun 2001 melakukan penelitian
dengan judul “Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Di
Kabupaten Sleman”. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
kuantitatif yang digunakan untuk menghitung kontribusi (peranan) -PAD
dalam APBD dan analisis kualitatif yang digunakan untuk mengetahui upaya-
upaya peningkatan penerimaan PAD. Dan penelitian ini, penulis
berkesimpulan bahwa selama lima periode terakhir kontribusi PAD masih

rendah sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan



pelaksanaan otonomi daerah dan prediksi PAD dan APBD untuk tahun-tahun
mendatang.

Yosefina Stefani Wua pada tahun 2001 melakukan penelitian dengan
judul “Peranan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan
Penerimaan Daerah, Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada”.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan
kualitatif. Dari penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa PBB memberikan
kontribusi yang sangat kecil sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber
penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul “ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN
PAJAK DAERAH, PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

SERTA POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH”.

B. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pendapatan pajak daerah
Tingkat Il yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.

C. Rumusan Masaiah

I. Bagaimana perkembangan pendapatan pajak daerah tingkat IT dari tahun

anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002 ?

N

Bagaimana prediksi pendapatan pajak daerah tingkat il dari tahun

anggaran 2003 sampai tahun 2007 ?
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J.

Seberapa besar sumbangan pendapatan pajak daerah terhadap penerimaan

daerah ?

D. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak daerah tingkat II dari
tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002.
Untuk mengetahui prediksi pendapatan pajak daeran tingkart i dari wanun

anggaran 2003 sampai tahun 2007.

. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan pendapatan pajak dacrah

terhadap penerimaan daerah.

E. Manfaat Penelitian

I

.Lo.)

Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian 1ni diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi
dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh
pemerintah daerah.

Bagi Universitas

Hasil penelitian in1 diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan
bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak-pihak vang berminat
terhadap topik pajak daerah.

Bagi penulis

Penelitian in1 merupakan sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di

bangku kuliah pada objek yang sesunguhnya.



Sistematika Penulisan

BAB |

BAB1I

BAB IlI

BAB IV

BABV

BAB VI

: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, fujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan
penelitian. Teor1 ini akan digunakan sebagai landasan dalam

pembahasan permasalahan yang akan diteliti.

: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, subjek dan objek penelitian.

. GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai gambaran

umum Pemerintah Daerah.

- ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan

masalah.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.
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LANDASAN TEORI

A. Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro, dikutip oleh Pudyatmoko (2002: 2)
mengatakan bahwa pajak adalah 1uran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Akan tetay;i, apa yang dikemukakan di atas
kemudian dikoreksi. Menurut Rochmat Soemitro, dikutip oleh Pudyatmoko
(2002: 2), definisi tersebut diubah menjadi: “pajak adalah peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
“surplus”nya digunakan untuk publ/ik saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai public investment.” Sedangkan menurut Soeparman
Soemahamidjaja, dikutip oleh Pudyatmoko (2002: 2) pajak adalah iuran
wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-
jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri
yang melekat pada pengertian pajak. (Pudyatmoko, 2002: 4) yaitu:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya

yang sifatnya dapat dipaksakan.



Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi
individual oleh pemerintah.

Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
Hasil dari uwang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan,
dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk

membiayai public investment.

. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari

rakyat ke dalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai

fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

B. Fungsi Pajak

1.

M

Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukannya pajak dalam
APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untﬁk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak
yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.
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C. Jenis-jenis Paj2k
Pajak dapat dikelompokan ke dalam berbagai jenis dengan
mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. (Mardiasmo, 1997: 6-7):
1. Menurut pihak yang memungut, pajak digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada
pada pemerintah pusat.

b. Pajak daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada
pada pemerintah daerah, baik pada Pemerintah Daerah Tingkat I
maupun Pemerintah Daerah Tingkat II.

2. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi :

a. Pajak langsung, yakni jika pemajakannya dilakukan secara periodik
dan secara yuridis beban pajaknya harus dipikul oleh subjek yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak boleh dialihkan
kepada pihak lain.

b. Pajak tidak langsung, yakni jika pemajakannya dilakukan secara
insidentil dan secara yuridis beban pajaknya bisa dialihkan kepada
pihak lain.

3. Menurut sifatnya, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu:

a. Pajak subyektif, yakni pajak yang dalam pengenaannya

(penghitungannya) yang pertama-tama diperhatikan (dianalisis) adalah

subyek pajaknya baru obyeknya.
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b. Pajak obyektif, yakni pajak yang dalam pengenaannya
(penghitungannya) yang pertama-taina diperhatikan (dianalisis) adalah

obyek pajaknya baru subyeknya.

D. Syarat Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat (Mardiasmo, 1997:2-3)
scbaga® berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

b

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

W2

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

h

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

E. Tata Cara Pemungutan Pajak
I. Stelsel pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stetsel (Waluyo, 2000:

9-10):

a. Stetsel nyata (Riil stetsel) pengenaan pajak didasarkan pada obyek
(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat
dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang
sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. Stetsel anggapan (Fictieve sterse!) pengenaan pajak didasarkan pada
satu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan

suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada



awal tahun pajak telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk
tahun pajak berjalan.
Stetsel campuran, stetsel ini merupakan kombinasi antara stetsel nyata

dan stetsel anggapan.

2. Sistem pemungutan pajak

(W)

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo, 2000: 10):

a. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak vang

memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang.

Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayarkan.

Withholding Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Asas Pemungutan pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak (Waluyo,

2000:10)

a.

Asas domisili (asas tempat tinggal). Dalam asas ini, pemungutan pajak
tergantung domisili atau tempat tinggal seseorang dalam suatu Negara.
Asas kebangsaan. Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada

kebangsaan seseorang.



c. Asas sumber. Dalam asas ini, pemungutan pajak tergantung dar atau
didasarkan pada adanya sumber pendapatan atau penghasilan dalam

suatu negara.

F. Tarif Pajak

1. Tarnif Proporsional (sebanding)
Tarif Proporsional adalah tarif dengan prosentase teiap berapapun
jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Progresif
Tarif Progresif adalah tarif dengan prosentase yang semakin meningkat
atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak
meningkat.

Tarif Tetap

W

Tarif Tetap adalah tarif dengan jumlah angka yang tetap berapapun

jumlah yang menjadi dasar pengenaan.

G. Sumber-sumber Pendapatan Daerah
1. Pengertian pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah
Sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pemerintah
pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi nasil penerimaan
pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk
keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Pendapatan asli daerah
adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan,

wran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan
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penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkén oleh daerah
bersangkutan (Devas, 1989: 31).
Pajak daerah paling tidak harus memenuhi persyaratan (Samudra,
1995: 51) sebagai berikut :
a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
b. Sederhana.
c. Jenisnya tidak terlalu banyak.
d. Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat.
e. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah

tersebut.
f. Biaya administrasinya rendah.
g. Beban pajaknya relatif seimbang.
h. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.
2. Sumber Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Kevangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, sumber pendapatan
daerah terdirn atas:
a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah

2) Hasil Retribusi Daerah

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
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b. Dana Perimbangan

C.

Pinjaman Daerah

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dari penggolongan diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan asli

daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pajak Daerah

1.

Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini
adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000.
Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Tentang Pajak

Peraturan daerah tentang pajak mengatur sekurang-kurangnya
ketentuan mengenai :

a. Nama, objek, dan subjek pajak;

b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak;

c. Wilayah pemungutan pajak;



d. Masa pajak;

e. Penetapan Pajak;

f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
g. Kedaluwarsa;

h. Sanksi administrasi; dan

i. Tanggal mulai berlakunya.

4. Pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II
Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, jenis pajak Daerah Tingkat 11 terdiri dari:
a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Rekiame.

e. Pajak Penerangan Jalan.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

g. Pajak Parkir

I. Tarif Pajak Daerah.

1.

Pajak Hotel
a. Dasar Hukum.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2002.
b. Pengertian.
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan

yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat
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memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungu*
bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan
_perkantoran.

Obyek dan subyek pajak hotel.

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan
pembayaran di hotel.

Yang dikecualikan dari obyek pajak hotel adalah:

1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas
tempat tinggal léinnya yang tidak menyatu dengan hotel;

2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;

3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel dan
dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan ditarik
pembayaran;

4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan
untuk umum di hotel;

5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel
dan dapat dimanfaatkan untuk umum.

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas pelayanan hotel.

. Dasar pengenaan dan tarif pajak

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran vyang

dilakukan kepada hotel.



18

~ Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besarnya jumlah pajak hotel yang terutang dihitung dengan
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
2. Pajak Restoran

a. Dasar Hukum.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2002,

b. Pengertian.
Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah
tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan
dengan dipungut bayaran.

¢. Obyek dan subyek pajak restoran.
Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan
pembayaran direstoran.
Yang dikecualikan dari Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan usaha
jasa boga atau katering.
Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran kepada restoran.

d. Dasar Pengenaan dan tarit pajak.
Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada Restoran.
Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besarnya jumlah pajak Restoran yang terutang dihitung dengan

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.



o}

3. Pajak Hiburan.

a. Dasar hukum.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000.

b. Pengertian.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan
adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan
nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap
orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
untuk berolah raga.

c. Obyek dan Subyek Pajak Hiburan.
Obyek Pajak Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan. Hiburan
adalah pertunjukan film, pertunjukan kesenian, diskotek, karaoke,
permainan ketangkasan, penyelenggaraan olah raga, permainan
billyard, persewaan video cassete dan sejenisnya, termasuk alat
pemutarnya, taman rekreasi dan sejenisnya, pasar malam dan
sejenisnya.
Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton
dan/atau menikmati hiburan.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar untuk menyewa, menonton dan/atau menikmati

hiburan
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Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh
lima persen).
Jumlah Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan pajak.
4. Pajak Reklame.
a. Dasar Hukum.

Peraturan Daerah Kotamadya No. 9 Tahun 1998.
b. Pengertian.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame:
benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan
corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa
atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca,
dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan

oleh pemerintah.
¢. Obyek dan Subyek Pajak Reklame.

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Yang

tidak termasuk obyek Pajak Reklame adalah:

1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

2) Penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat
kabar, majalah dan sejenisnya.

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan atau memesan reklame.



d. Dasar pengenaan dan tarif pajak.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Nilai sewa reklame ditentukan dengan:

1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan
yang memanfaatkan reklame untuk kepentingannya sendiri maka
nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan,
pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis
reklame.

2) Dalam hal reklame diselengarakan oleh pihak ketiga maka nilai
sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk
suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan
memperhatikan  biaya  pemasangan, pemeliharaan, lama
pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

Jumlah Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan mengalikan
tarif dengan dasar pengenaan pajak.
5. Pajak penerangan jalan.
a. Dasar Hukum.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2000.
b. Pengertian.
Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan

tenaga listrik.
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c. Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan.

Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di

wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya

dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Yang dikecualikan sebagai obyek pajak penerangan jalén adalah:

1) Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga
internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku
untuk pajak negara;

3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan

kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang tidak

memerlukan 1jin dar instansi teknis terkait;

4) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat
ibadah, dan tempai-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan tenaga listrik.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.
Jumlah pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
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Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 8 %

(delapan persen).

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai. Jual Tenaga

Listrik (NJTL). Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut :

1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan dari PLN
dengan pembayaran, NJTL adalah besamya tagihan biaya
penggunaan listrik (rekening listrik);

2) Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak
dipungut bayaran, atau tenaga listrik yang berasal dari pembangkit
tenaga listrik yang dimiliki sendiri, NJTL dihitung berdasarkan
kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik
serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

6. Pajak Parkir.
a. Dasar Hukum.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2002.
b. Pengertian.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor

yang memungut bayaran.
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c. Obtyek dan Subjek Pajak Parkir.

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor
yang memungut bayaran. Yang tidak termasuk obyek Pajak Parkir
adalah:

1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional
dengan asas timbal balik.

Subyek Pajak Parkir adalah: orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran atas tempat parkir.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Jumlah Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan pajak.

J. Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah
Ketentuan-ketentuan pajak dibawah ini berlaku untuk semua jenis pajak

diatas. Ketentuan-ketentuan tersebut, adalah sebagai berikut:



1.

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima wajib pajak. Berdasarkan
SPTPD Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang bayar atau terlambat
dibayar dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD).

Wajib pajak yang membayar sendirt SPTPD digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar)

SKPDKB diterbitkan apabila :

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang terlambat dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dan pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk
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jangka waktu paling lama 24 (d»a puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

2) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang tidak atau kurang bayar atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, setelah jangka
waktu 14 (empat belas) han sejak diterimanya surat teguran
atau surat peringatan, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan)

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah

pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi pajak administrasi
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berupa kenaikan sebesar 100% dari jwnlah kekurangan pajak
tefsebut.

c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

2. Tata cara pembayaran.

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak
dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan
menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas. Apabila Wajib
Pajak tidak mampu untuk membayar sekaligus atau lunas, Kepala Daerah
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan
dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak

untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah
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ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan
menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

. Tata cara penagihan.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah
tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, jumlah pajak yang
harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan setelah
lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran. Apabila pajak yang harus
dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP,
pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Lelang Negara (KLN). Setelah KLN menetapkan hari, tanggal, jam
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dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada wajib pajak.
. Keberatan dan Banding.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN. Permohonan keberatan harus disampatkan secara tertulis dalam
bahasa Indonesta paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali
apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah
merﬁben’kan keputusan. Apabila setelah lewat 12 bulan Kepala Daerah
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
sengketa pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimannya
keputusan keberatan. Pengajuan banding tidak menuda kewajiban
membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24

bulan.



5. Kedaluwarsa.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak terutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat
Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung.

6. Ketentuan pidana.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda
paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling
banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya

pajak atau berakhirnya Masa Pajak.



BAB I1I

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana penelitian
dilakukan terhadap obyek tertentu. Adapun hasil yang diperoleh dari analisis

hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat penelitian : Penelitian dilakukan di Pemenntah Kota Yogyakarta.

2. Waktu penelitian : 11 Nopember 2003 — 11 Pebruar 2004

C. Subyek dan Obyek Penelitian
1. Subyek penelitian
Yang menjadi subyek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Obyek penelitian
Yang menjadi obyek penelitian adalah Data Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta yang berasal dari pajak daerah pada tahun

tertentu.

D. Data yang dicari
1. Gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Data pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah pada tahun

tertentu.
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3. Data mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah Pada Pemerintah

Kota Yogyakarta.

Teknik Pengumpuian Data

1. Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan jalan wawancara langsung kepada
pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat data pada Pemerintah Kota

Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan Angka Indeks. Angka
Indeks diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya
dinyatakan dalam bentuk prosentase terhadap yang lain. Tetapi lebih khusus
digunakan Angka Indeks Kuantita (Quantity Index). Angka indeks Kuantita
menunjukkan perubahan kuantita dari suatu periode ke periode lain, misalnya

perkembangan jumlah penjualan, jumlah produksi dan sebagainya.

(Budiyuwono, 1999: 161)



Angka Indeks Kuantita dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

2.0
Qo,n = x100%
2.00

Dimana :

Qo,n = Angka Indeks Kuantita tahun n dengan tahun dasar 0.

> =Jumlah.

Qo
On

= Kuantita tahun dasar. (tahun anggaran 1998/1999 = 100%)

= Kuantita tahun yang akan dihitung angka indeksnya. (current year)

Ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian dalam memilih tahun dasar

ini yakni:

1.

Tahun dasar hendaknya dipilih pada keadaan normal atau keadaan
ekonomi stabil, karena tahun dasar dinilai 100%. Yang dimaksud dengan
keadaan ekonomi normal atau stabil adalah keadaan dimana tidak terjadi
peperangan, bencana alam yang berakibat timbulnya kekurangan barang-
barang. Tidak terjadi inflasi dan deflasi.

Tahun dasar héndaknya dipilih sedemikian rupa, sehingga tidak jauh dari
tahun yang akan dihitung angka indeksnya atau disebut dengan current
year. Yang dimaksud dengan keadaan yang jauh disini misalnya 10 tahun
lebih atau 5 tahun lebih. Apabila tahun dasar ini dipilih terlampau jauh,

maka akan timbul berbagai konse-kuensi, misalnya vang akan



dibandingkan mempunyai pengertian lain sehingga tidak dapat
dibandingkan lagi, karena hasilnya agak jauh berbeda.

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel di bawah ini:



35

Tabel I11.1
Contoh Tabel Realisasi Penerimaan Dari Sektor Pajak Tahun Anggaran 1998/1999 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2002

Dan Kenaikan/Penurunan Dengan Angka Indeks.
(Tahun Dasar 1998/1999)

Sektor Pajak | Tahun Anggaran Kenaikan/Penurunan dalam Persentase

]

1998/1999 | 1999/2000 2000 2001 | 2002 1999/2000 | 2000 2001 | 2002

" Jumlah

— —
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Untuk menjawab permasalahan kedua dengan menggunakan teknik peramalan

yaitu trend garis lurus. (Budiyuwono, 1999:209) Rumusnya adalah :

Y =a+bX

Dimana :

dengan syarat ZX =0
Keterangan :

Y = Nilai variabel dependen.

a = Intercept Y, yaknt nilai Y apabila X=0.

b = Lereng garis trend.

n = Jumlah tahun.

X= Nilai variabel independen dalam analisis srend adalah waktu.
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Untuk mempermudah penyelesaian rumus-rumus tersebui maka digunakan tabel

di bawah ini:

Tabel 111.2 _
Contoh Tabel Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Y X XY X2
1998/1999 2 4
19992000 -1 1
2000 0 0
2001 1 1
2002 2 4
Jumlah 0 10

Setelah diperoleh persamaan Y = a + bX maka dapat dilakukan perhitungan
prakiraan pendapatan pajak daerah untuk tahun mendatang. Untuk prakiraan tahun
anggaran 2003 maka X = 3, untuk tahun anggaran 2004 X = 4 dan seterusnya
sampal tahun anggaran 2008. Setelah prakiréan pajak daerah diketahut maka dapat

dibuat penerapan garis frend.




Untuk menjawab permasalahan ketiga digunakan rumus sebagai berikut:

Potensi pendapatan pajak daerah adalah seberapa besar sumbangan atau andil
yang diberikan dari setiap sektor pajak daerah terhadap penerimaan daerah dan
total pajak daerah terhadap penerimaan daerah untuk setiap tahun, dari tahun
anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002.

cn = B 100%

Ry
Dimana:
Cn = Kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah.
Rxn = Pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu.
Ry = Total penerimaan daerah.

n = Sektor pajak.



BAB 1V

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Geografi

1.

Keadaan Alam

Kota Yogyakarta terletak antara 110° 24° 19” sampai 110° 28 59”
Bujur Timur dan antara 07° 49° 26” sampai 07° 15° 24” Lintang Selatan,
dengan luas sekitar 32,5 Km® atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang
lebth 7.5 Km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 Km. Kota
Yogyakarta terletak didaerah dataran lereng aliran gunung Merapi
memiliki keminingan lahan yang relatif datar (antara 0-2 %) dan beréada
pada ketinggian rata-rata 114 m dari permukaan air laut (dpa).

Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada
ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada
ketinggian antara 100-199 meter dari permukaan laut (dpa). Sebagian jenis
tanahnya adalah regosol. Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah
utara keselatan yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir dibagian timur
kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat
kota. Secara administratif kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan
45 kelurahan dengan batas wilayah:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

b. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
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c. Sebelah Selatan - Kabupaten Bantul
d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman
Iklim

Secara umum, curah hujan tertinggi selama tahun 2001 terjadi pada
bulan maret, yaitu sebanyak 296 mm dan terendah terjadi pada bulan
September dan Oktober (0 mm). Kelembapan wudara rata-rata cukup
tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 87% aan terendah
pada bulan September sebesar 72%. Tekanan udara rata-rata 1.010,7 mb

dan suhu udara rata-rata 27.7° C.

B. Pemerintahan

[

2.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah
lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta
dipimpin oleh seorang walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu
oleh seorang wakil walikota.
Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW
dan 2.532 RT dengan luas wilayah 32,5 Km*. Penggunaan lahan paling
banyak diperuntukan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.095,609 hektar dan

bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 19,577 hektar.
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Tabel IV. 1
Luas wilayah, Jumlah RW dan RT menurut Kecamatan dan
Kelurahan di Kota Yogyakarta

Kecamatan Kelurahan Luas | Jumlah | Jumlah
(Km?) RW RT

1. Mantrijeron 1. Gedongkiwo 0,90 18 86
2. Suryodininggratan 0,85 17 68
' 3. Mantrijeron 0,86 20 76

2,61 55 230
2. Kraton 1. Patehan 0,40 10 44
2. Panembahan 0,66 18 78
3. Kadipaten 0,34 15 53

1,40 43 175
3. Mergangsan 1. Brontokusuman 0,93 23 33
2. Keparakan 0,53 13 58
3. Wirogunan 0,85 24 78

2,31 60 219
4. Umbulharjo 1. Giwangan 1,26 13 41
2. Sorosutan 1,68 14 58
3. Pandean 1,38 11 45
4. Warungboto 0,83 9 38
5. Tahunan 0,78 11 48
6. Muja-muju 1,53 12 54
7. Semaki 0,66 10 34

|




Tabe! 1V. 1 (lanjutan)

Kecamatan T Kelurahan | Luas Jumlah | Jumlah |
_ (Km*) | RW RT
5. Kotagede 1. Prenggan 099 |13 58
2. Purbayan 0,83 14 58
L 3. Rejowinangun 1,25 LB 45
| 3,07 |40 L161
6. Gondokusuman 1. Baciro 1,06 21 R
I
' 2. Demangan 0,74 12 |44
% 3. Klitren LO’68 L16 63
| ﬁ\ 4. Kotabaru 0,71 |4 21
[
’ 15 Terban 0,80 12 59
j 1 3,99 65 276
) 7. Danurejan 11. Suryatman j 0,28 15 L 45
.
E_. Tegalpanggung 0,35 L 16 66
| 3. Bausasran 047 |12 49
o 1,10 43 160
8. Pakualaman 1. Purwokinanti 0,30 10 47
2. Gunugketur 0,33 9 37
- [0,63 [ 19 84
9. Gondomanan 1. Prawirodirjan T 0,67 T 18 61
2. Ngupasan T 0,45 13 49
1,12 r 31 110
10. Ngampilan 1. Notoprajan 037 I8 50




Tabel IV. 1 (lanjutan)

Kecar-atan Kelurahan Luas Jumlah | Jumlah
(Km?) | RW RT
2. Ngampilan 1 0,45 13 70
L 0,82 21 120
11. Wirobrajan - | 1. Patangpuluhan 0,44 _10 51
2. Wirobrajan 0,67 2 |58
| 3. Pakuncen 0,65 12 56
[ |
| 1,76 134 165
| L
le Gedongtengen 1. Pringgokusuman 0,46 725 §L92
2. Sosromendurun 0,50 19 71 —’
0,96 44 163
13. Jetis 1. Bumijo 0,58 12 56 ]
2. Gowongan 0,46 13 51
3. Cokrodininggratan B66 11 61
-
11,70 36 | 168
14. Tegalrejo 1. Tegalrejo 0,82 12 46
2. Bener 0,57 7 25
3. Kricak 0,82 13 59 W
4. Karangwaru 0,70 14 54 ’
i
2,91 46 183
i
14 45 32,50 |617 | 2.532 W

Sumber Data: Bagian Tata Pemenintahan Kota Yogyakarta
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C. Penduduk Dan Tenage Kerja

1.

Penduduk
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, penduduk Kota
Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang
(48,95%) laki-laki dan 202.868 orang (51,05%) adalah perempuan.
Tabel IV. 2

Jumiah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin
Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS Tahun 1971-2000

Tahun Laki-laki Perempuan
1971 169.491 171.417
1980 199.755 198.437
1990 202.002 210.057
19957) 211.698 206.976
2000 194.530 202.868
Sumber data: BPS Kota Yogyakarta *) SUPAS/Intercencal population Survey

Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990
sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan

penduduk periode tahun 1990- 2000 sebesar — 0,37 %.
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Tabel 1V. 3
Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Ycgyakarta
Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS
Tahun 1971-2000

Tahun Jumlah Kepadatan Pertumbuhan
Penduduk (jiwa/Km?) Penduduk
1971 340.908 10.489 0,90
1980 398.192 12.252 1,72
1990 412.059 12.679 0,35
1995%) 418.944 12.891 0,33
2000 397.398 B 12.228 -0,37

Sumber Data: BPS Kota Yogyakarta *) SUPAS/Intercencal Population Survey

Dengan luas wilayah 32,5 Km’ kepadatan penduduk Kota
Yogyakarta 15.720 jiwa per Km. Sejalan dengan pertambahan jumlah
penduduk, jumlah rumahtangga juga bertambah dari 101.117 rumahtangga
pada tahun 2001 menjadi 102.267 rumahtangga pada tahun 2002.
Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk tahun 2002 tercatat 590.914
orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. adalah 51,56%
laki-laki dan 48,44% perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk
perempuan lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-Jaki.
Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tahun 2002 sebanyak 4.035 orang yang terdiri dari 2.123

laki-laki dan 1.192 perempuan. Sebagian besar dar pencari kerja tersebut
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berpendidikan Sarjana yaitu 46,74%, pendidikan SMU yaitu 42,01%,

Diploma yaitu 9,62% dan sisanya berpendidikan SMTP dan SD.

D. Sosial

1.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Untuk 1tu perlu didukung dengan
pevediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang
memadai. Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian
besar diselenggarakan oleh pihak swasta, sedangkan untuk tingkat
pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2001/2002 di Kota Yogyakarta terdapat 48
perguruan tinggi dan semuanya merupakan perguruan tinggi swasta.
Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 8 institut/sekolah tinggi
dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 1.399 orang yang terdiri dari
1.001 orang dosen yayasan dan 398 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa
yang terdaftar sebanyak 84.387 orang.

Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga keschatan sangat
penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Pada tahun 2002 jumlah dokter praktek di Kota Yogyakarta
mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 396

orang pada tahun 2001 menjadi 457 orang pada tahun 2002.
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Jumlah apotek dan pedagang besar farmasi masing-masing adalah
94 dan 20 orang. Untuk menekan pertumbuhan penduduk pemerintah
mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat

terhadap program tersebut cukup positif.

G

Agama
Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam.
Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2002 sebanyak 404.768 orang
atau 79,23% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama lain
adalah 11,21% Katholik, 8,52% Kristen, 0,44% Hindu, dan 0.60% Budha.
4. Peradilan
Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta semakin meningkat. Pada
tahun 2002 perkara pelanggaran yang masuk ke Pengadilan Neger:
Yogyakarta sebanyak 15.059 perkara atau meningkat 29% dibandingkan
dengan tahun scbelumnya.
E. Pertanian
1. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan
bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan
sekitarnya, tegal’kebun, ladang/huma, padang rumput, tambak,
kolam/tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk
tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara atau swasta. Pada tahun
2002 luas penggunaan lahan di Kota yogyakarta tercatat 3.250 hektar,

terdiri dari 138 hektar lahan sawah dan 3.112 hektar lahan bukan sawah.
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2. Tanaman Pangan
Tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-
buahan. Luas tanaman padi sawah pada tahun 2002 mencapai 359 hektar
dengan produksi 1.958 ton gabah kering giling. Produksi palawija yang
terdiri dan jagung dan kacang tanah pada tahun 2002 masing-masing
46,58 ton dan 36,02 ton, dengan luas panen 17 hektar untuk tanaman
jagung dan 38 hektar untuk tanaman kacang tanah. Tanaman buah-buahan
yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta adalah pepaya. Pada
tahun 2002 populasi tanaman pepaya sebanyak 17,6 ribu pohon dengan
produksi 850,3 ton.
3. Tanaman Perkebunan
Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota
Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa.
Pada tahun 2001 populasi tanaman kelapa sebanyak 9.275 pohon dan
8.625 pohon diantaranya sudah menghasilkan dengan total produks: 92,05
ton.
4. Penkanan
Produksi perikanan pada tahun 2002 tercatat 828 kuintal yang
terdiri dari 611 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 14 kuintal
perikanan sawah, 92 kuintal perikanan kolam dan 111 kuital perikanan
dalam karamba. Produksi benih ikan juga mengalami kenaikan. Pada
tahun 2001 produksi benih ikan tercatat 591 ribu ekor dan pada tahun

2002 menjadi 1.252 nbu ekor atau meningkat sebesar 10847 %.
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Kenaikan ini terjadi pada benih ikan yang diproduksi baik oleh BBI
Mendungan maupun dari usaiia perbeuthan rakyat.

5. Peternakan

Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi
perah, dan kuda pada tahun 2002 secara berturut-berturut adalah 16 ekor,
262 ekor, 62 ekor, dan 40 ekor. Kecamatan Umbulharjo dan Kotagede
merupakan kecamatan dengan populasi ternak terbanyak. Sementara itu
populasi kambing, domba, babi dan kelinci yang dikelompokan sebagai
ternak kecil berturut-turut adalah 172 ekor, 479 ekor, 294 ekor dan 297
ekor. Populasi ternak kecil paling banyak terdapat di kecamatan Kotagede,
populasi unggas yang terdiri dari ayam pedaging, ayam buras, dan itik
berturut-turut adalah 1.50G ekor, 90.719 ekor dan [.776 ekor. Dan
produksi telur tercatat 1.063,2 mtbu butir atau mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2001 yang mencapai 1.460,4 ribu butir.
F. Industri

Industri digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Industri besar adalah industrt dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau
lebih.

2. Industri sedang adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99
orang.

3. Industri kecil adalah industri dengan jumiah tenaga kerja antara 5-10 orang.

Perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta pada

tahun 2001 sebanyak 118 perusahaan dengan 8831 tenaga kerja.



Dibandingkan dengan tahun 2000 jumlah perusahaan industni besar dan
sedang dan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan masing-masing
sebesar 1,67 % dan 12,19 %. Sementara pada tahun 2002 jumlah
perusahaan industri besar dan sedang diperkirakan mencapai 116
perusahaan. Untuk industri kecil pada tahun 2002 jumlah sebesar 5.813
unit dengan jumlah tenaga kerja 29.726 orang dan nilai investasi sebesar
Rp 138.583 juta. Dibandingkan dengan tahun 2001 jumlah usahanya
mengalami kenaikan 0,43 %. Jumlah tenaga kerja yang terserap naik 0,75
% dan nilai investasinya meningkat 1,40 %. Industri kecil paling banyak
adalah industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.
G. Perekonomian
1. Ekspor

Ekspor komoditas bukan migas Kota Yogyakarta pada tahun 2002
meningkat dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari 37.753.016
US § di tahun 2001 menjadi 45.546.631 US S di tahun 2002. Sebagian
besar ekspor Kota Yogyakarta berasal dar industri kerajinan tangan yang
pada umumnya memiliki ciri khas dari suatu daerah sehingga sulit untuk
ditiru dan menjadikan komoditas tersebut dapat bersaing di pasar Amerika
maupun Eropa.

Komoditas mebel kayu memiliki kontribusi terbesar dengan nilai

total ekspor mencapai 19.855.438 US § atau 43,59 % dari total ekspor

Kota Yogyakarta. Kontribusi terbesar kedua dimiliki oleh komoditas kulit




(W)
—_—

dan komoditas sarung tangan golf menempati urutan ketiga dengan nilai
ekspor mencapai 5.903.622 US § atau 12,96 %.
2. Pasar
Pasar merupakan salah satu tempat kegiatan perekonomian
masyarakat yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu
wilayah atau daerah. Jumlah pasar yang terdapat di Kota Yogyakarta pada
tahun 2002 mencapai 31 pasar yang menempati lahan seluas 112.112 m
dengan 12.332 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 30%
pasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan 70%
merupakan pasar tradisional dengan sarana dan prasarana yang masih
sangat terbatas.
3. Persediaan pangan
Kebutuhan dasar manusia akan pangan, terutama pada makanan
pokok yaitu beras menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah
selalu menjaga ketersediaannya. Ketersediaan pangan yang diidentikan
dengan ketersediaan beras selama kurun waktu tahun 2002 dapat
dikatakan cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang dikonsumsi
masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Koperasi
Koperasi merupakan soko guru dari perekonomian, menjadi
tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah
koperasi yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2002 sebanyak 515

koperasi dengan 55.094 anggota. Rasio jumlah anggota koperasi dengan
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jumlah rumahtangga di Kota Yogyakarta mencapai 54%, berarti
menggambarkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sangat tergantung
pada koperasi.
H. Perhubungan
1. Transportasi

Tersedianya prasarana/infrastruktur yang memadai merupakan
salah satu modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu
daerah, baik untuk kegiatan sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah
satu prasarana/infrastruktur yang pokok adalah jalan. Makin
meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan
pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan
memperlancar perdagangan antar daerah. Panjang jalan di seluruh wilayah
Kota Yogyakarta pada tahun 2002 mencapai 478.662 Km dengan rincian:

a. Jalan yang sudah diaspal mencapai 323.840 Km.
b. Jalan tanah mencapai 8.202 Km.
c. Jalan diperkeras 146.620 Km.

Untuk memenuhi trasportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan
angkutan darat utaina yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Angkutan
kereta api yang ada di Kota Yogyakarta meliputi angkutan untuk
penumpang dan barang, yang terdiri dari dua stasiun yaitu stasiun Tugu
yang khusus diperuntukan bagi pemberangkatan penumpang kereta bisnis
dan eksekutif, dan stasiun Lempuyangan yang diperuntukan bagi

pemberangkatan penumpang kereta ekonomt serta barang,



2. Pos dan Komunikasi

Jumlah warung telekomunikasi (wartel) di wilayah Kota
Yogyakarta pada akhir tahun 2002 ada sebanyak 3.604 wartel, yang
terbagi kedalam tiga wilayah stasiun telepon otomat. Di wilayah stasiun
telepon otomat Kotabaru terdapat 2.262 wartel, Pugeran 1.016 wartel dan
Kentungan 32¢ wartel. Lalu lintas surat pos dan giro selama kurun waktu
2002 mencapai 15.383 ribu yang dikirim dan 12.034 ribu surat yang yang
diterima melalui kantor pos yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya surat yang dikirim turun 8,70%
dan untuk surat yang diterima turun 15,68%. Sarana komunikasi radio
merupakan sarana komunikasi elektronik massal yang sampai saat ini
masih banyak digemari masyarakat. Jumlah staiun radio swasta di wilayah
Kota Yogyakarta pada tahun 2002 mencapai 10 stasiun, berkurang 1
stasiun radio dibandingkan tahun sebelumnya.

I. Keuangan dan Harga-Harga
1. Keuangan Daerah

Dalam daerah otonomi daerah, perencanaan anggaran pendapatan
dan belanja daecrah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan
dinamis. Berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan antara
penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti meningkatnya jumlah
anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah

bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang.



Pada tahun arggaran 2002 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Yogyakarta mencapai 36.377 juta rupiah, meningkat 39,71% dan PAD
tahun sebelumnya yaitu sebesar 40.535 juta rupiah. Surplus tahun 2002
sudah dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran
pembangunan yang besarnya 33.998 juta rupiah. Namun demikian
dibandingkan dengan total pengeluaran belanja daerah, baik untuk
keperiuan belanja rutin maupun belanja pembangunan, kontribusinya
hanya 25,08%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingakat kemampuan daerah
masih rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pemerintah
Kota Yogyakarta.

2. Perbankan

Sampai pada bulan Desember 2002 posisi kredit perbankan di
Kota Yogyakarta mencapai 1.139.531 juta rupiah. Sedangkan jumlah dana
yang tersedia pada waktu yang sama mencapai 8.522.203 juta rupiah.
Dana tersebut bersumber dari giro sebesar 1.512.272 juta rupiah,
simpanan berjangka dan valas berjumlah 3.528.636 juta rupiah, dan
tabungan 3.481.295 juta rupiah.

3. Harga-harga

Harga merupakan salah satu indikator vang dapat mempengaruhi
ketidakstabilan ekonomi regional maupun nasional. Tingginya perubahan
harga komoditas suatu daerah secara kontinyu menunjukkan
ketidakstabilan ekonomi pada daerah tersebut. Perubahan harga juga

berarti perubahan tingkat inflasi. Secara umum tingginya tingkat inflasi



terutama disebabkan oleh perubahan harga pada kelompok perumahan dan

kelompok bahan makanan dan rokok.



BAB YV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Paparan Data

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Yogyakarta antara lain:
Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan
dan Pajak Parkir. Dasar Hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut
adalah: Perda No. 23 Tahun 2002, Perda No. 24 Tahun 2002, Perda No. 7 Tahun
2000, Perda No. 9 Tahun 1998, Perda No.3 Tahun 2000 dan Perda No. 22 Tahun
2002.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta, potensi pendapatan
pajak daerah jumlahnya tidak selalu meningkat tetapi kadangkala juga mengalami
penurunan. Kenaikan dan penurunan pajak ini menyebabkan terjadinya
perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh
dar; Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta mengenai anggaran dan
realisast pendapatan pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir dan tahun anggaran 1998/1999 sampai

dengan tahun 2002 adalah sebagai berikut:
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Tabel V.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah
Tahun anggaran 1998/19¢9 sampai tahun anggaran 2002

[ Sektor Pajak Tahun Anggaran
1998/1999 ] 1999/2000 2000 2001 2002 l
(Rp) (Rp) (Rp) L (Rp) (Rp)
' Pajak Hotel dan Restoran 5.054.718.400 | 6.248.250.100 | 5.659.132.100 | 10.850.000.000 | 13.930.987.900
LPajak hiburan 1.140.959.646,25 | 784.831.485 670.405.585 L 1.081.492.719 | 1.577.203.448
Pajak Reklame 212.164.200 406.124.700 371.443.700 | 496.248.300 | 1.713.542.785 |
Pajak Penerangan Jalan 2.865.000.000 |4.114.679.500 | 3.333.897.500 | 4.800.000.000 | 9.294.665.100

Pajak Parkir 0 0

0

0

0

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Dazrah
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Tabel V.2
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002

Sektor Pajak Tahun Anggaran
1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Pajak Hotel dan Restoran 5.544.842.471 | 7.590.046.790 | 7.594.312.899 | 12.245.242.445 | 16.041.968.352
Pajak hiburan 1.216.124.888,25 | 938.657.807 779.270.870 1.275.803.369 | 1.674.582.496
Pajak Reklame 114.024.415 217.167.000 407.782.806 861.434.385 1.805.235.199

Pajak Penerangan Jalan

3.359.630.979

4.307.051.201

2.777.044.366

7.793.350.928

10.364.342.556

Pajak Parkir

0

0

0

0

0

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah




B. Analisis Data

Secara jelasnya perkembangan, prediksi serta sumbangan atau kontribusi

pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

dan Pajak Parkir di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun Anggaran

1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2002.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan Pajak Hotel dan Restoran, Pajak

‘Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir digunakan

rumus sebagai berikut:

a. Perkembangan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran adalah:

Tabel V.3

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Tahun 1998/1999 sampai dengan 2002

Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
Anggaran
1998/1999 5.544.842 471
1999/2000 7.590.046.790
2000 7594312899
2001 12.245.242 445
2002 16.041.968.352

Sumber Data: I.aporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Untuk mencari perkembangan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran

digunakan rumus sebagai berikut:

)
Qo,n = zén x160%
0

g



Dimana:

Qo,n = Angka Indeks Kuantita tahun n dengan tahun dasar 0.

>, =Jumlah.

Qn = Kuantita tahun yang akan dihitung angka indeksnya. (current year)

Qo =Kuantita tahun dasar.

1) Tahun anggaran 1999/2000

Qo,n = &xloo%

2.00

7.590.046.790
——xl

00%
5.544.842.471

136,88 %

2) Tahun anggaran 2000

Qo,n = 297 1 00%

2.00
~7.594.312.899 x 100%
5.544.842 471

=136,96%
3) Tahun anggaran 2001

> on
> 00

12.245.242 445 .
5.544.842.471

Qo,n =

x100%

00%

220,84 %

4) Tahun anggaran 2002
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Qo,n = ZQn x100%

2.00

_ 16.041.968.352
5.544.842.471

x100%

= 2893 %
b. Perkembangan Pendapatan Pajak Hiburan adalah:
Tabel. V.4

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan Tahun 2002

| Tahun ' Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
’i 1998/1999 1.216.124 88825
1999/2000 938.657.807 m
2000 779.270.870
2u01 1.275.803.369,50
2002 | 1.674.582.496

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Untuk mencari perkembangan pendapatan Pajak Hiburan digunakan rumus:

0
Oo.n= 2.7 1 00%
(o]

2.0
Dimana:
Qo,n = Angka Indeks Kuantita tahun n dengan tahun dasar 0.

Z = Jumlah.

Qn = Kuantita tahun yang akan dihitung angka indeksnya. (current year)

Qo = Kuantita tahun dasar.

1) Tahun anggaran 1999/2000
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Oo,n = %gn x100%
(8]

_ _938657.807 ...
1.216.124.888,25

=77,18%

2) Tahun anggaran 2000

Qo,n = Z x100%

S Qo

= 779.270.870 x 100%
1.216.124.888 25

=64,1%

3) Tahun anggaran 2001

0
Qo.n= 2.97 100%

> 00

_ 1.275.803.369,50

x100%
1.216.124.888, 25
=104,90 %
4) Tahun anggaran 2002
Qo,n = % x100%
1.674.582.496 00%

= X
1216.124.888 25
= 137,69 %

¢. Perkembangan Pendapatan Pajak Reklame adalah:
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Tabel V.5
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002

Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
1998/1999 114.024 415
1999/2000 | 217.167.000

2000 407.782.806

2001 861.434.385

2002 1.805.235.199,50

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Untuk mencari perkembangan pendapatan Pajak Reklame digunakan rumus

sebagai berikut:

Qo,n= %Qn x100%

Qo
Dimana:
Qo,n = Angka Indeks Kuantita tahun n dengan tahun dasar 0.
Z = Jumlah.

Gn = Kuantita tahun yang akan dihitung angka indeksnya. (Current year)

Qo = Kuantita tahun dasar.

1) Tahun anggaran 1999/2000

%gn +100%
;,O

_ 217.167.000
114.024.415

Qo,n =

00%

=190,5 %



2) Tahun anggaran 2000

_2.0n
Qo,n = ZQO

=407.782.806 x 100%
114.024.415

x100%

=357,6%

3) Tahun anggaran 2001

Oo,n = %g’; X100%

861.434.385
= —x

100%
114.024.415

=755,5%

4) Tahun anggaran 2002

Qo.n = 227 100%

2.00

_ 1.805.235.199,50
114.024.415

x100%

=1.5832%

d. Perkembangan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan adaiah:
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Tabel V.6
Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jaian
Tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun 2002

r Tahun I Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
|
1998/1999 3.359.630.979
1999/2000 4.307.051.201
2000 | 2.777.044.366
- -
|‘ 2001 | 7.793.350.928
i
|
2002 { 10.364.342.556 |
L i [

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Untuk mencari perkembangan pendapatan Pajak Penerangan Jalan digunakan

rumus sebagai berikut:

Qo,n = ZQn x100%

2.00

Dimana:
(Qo,n = Angka Indeks Kuantita tahun n dengan tahun dasar 0.

Z = Jumlah.

(Qn = Kuantita tahun yang akan dihitung angka indeksnya. (current year)

Qo = Kuantita tahun dasar.

1) Tahun anggaran 1999/2000

Z On
== +100%

2.0

_ 4.307.051.201
3.359.630.979

Qo,n =

x100%

=128.2%

2) Tahun anggaran 2000
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Oo,h = 2.0
oA zQO

= 2.777.044.366 x 100%
3.359.630.979

x100%

= 82,65%
3) Tahun anggaran 2001
> On
Qo,n = Lf x100%
Qo

_7.793.350.928

= ——x100%
3.359.630.979
=231,9%

4) Tahun anggaran 2002

Son
>.00

_ 10.364.342.556
3.359.630.979

Qo,n = x100%

x100%

=308,5%
e. Perkembangan Pendapatan Pajak Parkir adalah:
Dengan diterbitkan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU
Nomor 18 tahun 1997, maka ada pajak baru untuk tingkat Kota atau Kabupaten,
yaitu Pajak Parkir. Untuk di Kota Yogyakarta Pajak Parkir mulai dipungut |
Januar1 tahun 2003, oleh karena 1itu penulis tidak dapat

menghitung

perkembangan pendapatan pajak parkir.
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2. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Tahun Anggaran 2003 sampai
dengan Tahun Anggaran 2007.
a. Prediksi pendapatan Pajak Hotel dan Restoran untuk tahun anggaran
2003 sampai tahun 2007.

Untuk mencari nilai dari persamaan Y = a + bx dipergunakan tabel sebagai

beriknt:
Tabel V. 7
Dasar perhitungan Prediksi Pajak Hotel dan Restoran.
TAHUN Y X XY X’ |
1998/1999 5.544 842 471 -2 -11.089.684.942 4
1999/2000 7.590.046.790 -1 -7.590.046.790 1
2000 7.594.312.859 0 0 0
2001 12.245.242 445 1 12.245.242 445 1
2002 16.041.968.352 2 32.083.936.704 4
49.016.412.957 0 25.649.447417 10

Tabel tersebut kemudian digunakan untuk mencari nilai a dan b pada persamaan

garis lurus Y =a + bx.

a; Z'V : b= ZY}:
n Zx‘
a= 49.016.412.957
5

=9.603.282.590
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b=25.649.447.417
10

=2.564.944.741
Setelah nilai a dan b pada persamaan diketahui maka persamaan garis
lurusnya menjadi Y = 9.803.282.590 + 2.564.944.741 X. Dari persamaan tersebut
kemudian digunakan untuk mencari prediksi pendapatan Pajak Hotel dan Restoran
untuk tahun anggaran 2003 sampai tahun 2007.
Y 2003 =9.803.282.590 + 2.564.944.741 (3)
=17.498.116.813
Y 2004 =9.803.282.590 + 2.564.944 741 (4)
=20.063.061.554
Y 2005 =9.803.282.590 + 2.564.944.741 (5)
=22.628.006.295
Y 2006 =9.803.282.590 + 2.564.944.741 (6)
=25.192.951.036
Y 2007 = 9.803.282.590 + 2.564.944.741 (7)
=27.757.895.777
Dari prediksi pendapatan Pajak Hotel dan Restoran untuk tahun anggaran
2003 sampai tahun 2007 yang sudah diketahui di atas kemudian dibuat penerapan

garis trend.



Tabel V. 8
Trend Pajak Hotel dan Restoran Tahun Anggaran
2003 sampai dengan 2007

69

Tahun Anggaran | Trend Pajak Hotel dan Restoran
2003 17.498.116.813
2004 20.063.061.554
|
2005 R 22.628.006.295
W
F 2006 L 25.192.951.036
| | S—
[ 2007 | 27.757.895.777
| |

Prediksi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran

30000000000

25000000000 |

20000000000

15000000000 +———

10000000000 +—— ————

5000000000 4 — e

Peridapatan Pajak Hotel dan Restoran

2004

2005 2006

Tahun

2007

Gambar V.1 Grafik Prediksi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran
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b. Prediksi pendapatan Pajak Hiburan untuk tahun anggaran 2003

sampai tahun anggaran 2007.

Untuk mencari nilai dari persamaan Y = a + bx dipergunakan tabel sebagai

berikut:
Tabel V. 9
Dasar perhitungan prediksi Pajak Hiburan.
~ TAHUN Y X XY X
: 1998/1999 | 1.216.124.888.25 -2 -2.432.249.776,50 4 |
; 1999/2000 38.657.807 -1 -938.657.807 1
i 2000 779.270.870 0 0 0
| 2001 1.275.803.369,50 1 1.275.803.369,50 1
i 2002 1.674.582.496 2 3.349.164.982 4
i 5.884.439 430 0 1.254.060.768 10

Tabel tersebut kemudian digunakan untuk mencari nilai a dan b pada persamaan

garis lurus Y = a + bx.

a=

2

n

a=5.884.439.430
5

=1.176.887.886

b=1.254.060.768
10

=125.406.076,8

2V -

g

2.y

x?
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Setelah nilai a dan b pada persamcan diketahui maka persamaan garis
lurusnya menjadi Y = 1.176.887.886 + 125.406.076,8 X. Dar1 persamaan tersebut
kemudian digunakan untuk mencari prediksi pendapatan Pajak Hiburan untuk
tahun anggaran 2003 sampai tahun 2007.

Y 2003 =1.176.887.886 + 125.406.076,8 (3)
=1.553.106.116

Y 2004 =1.176.887.886 + 125.406.076,8 (4)
=1.678.512.193

Y 2005 =1.176.887.886 + 125.406.076,8 (5)
=1.803.918.270

Y 2006 =1.176.887.886 + 125.406.076,8 (6)
=1.929.324.347

Y 2007 =1.176.887.886 + 125.406.076,8 (7)

=2.054.730423
Dari prediksi pendapatan Pajak Hiburan untuk tahun anggaran 2003 sampai

tahun 2007 yang sudah diketahui di atas kemudian dibuat penerapan garis trend.
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Tabel V. 10 ‘
Trend Pajak Hiburan Tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007

Tahun Anggaran Trend Pajak Hiburan
2003 1.553.106.116
2004 1.678.512.193
2005 1.803.918.270
2006 1.929.324.347
2007 2.054.730.423

Pendapatan Pajak Hiburan

Prediksi Pendapatan Pajak Hiburan

2500000000 -

2000000000 =

1500000000

1000000000 +—

500000000 -+

2003 2004 2005 2006 2007
Tahun

Gambar V. 2 Grafik Prediksi Pendapatan Pajak Hiburan



c. Prediksi Pendapatan Pajak Reklame untuk tahun anggaran 2003
sampai tahun 2007.

Untuk mencari nilai dari persamaan Y = a + bx dipergunakan tabel sebagai
berikut:
Tabel V. 11
Dasar perhitungan prediksi pajak Reklame.

TAHUN Y X XY X
1998/1999 114.024.415 -2 -228.048.830 4 ]l
1999/2000 217.167.000 -1 -217.167.000 i
2000 407.782.806 0 0 0
2001 861.434.385 1 861.434.385 1
2002 1.805.235.199,50 2 3.610.470.398 4
3.405.643.805 0 4.026.688.953 10
|

Tabel tersebut kemudian digunakan untuk mencarn nilai a dan b pada persamaan

garis lurus Y = a + bx.

=681.128.761

b =4.026.688.953
10

i

402.668.895,3
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Setelah nilai a dar b pada persamaan diketahui maka persamaan garis
lurusnya menjadi Y = 68i.128.76i + 402.668.895,3 X. Dari persamaan tersebut
kemudian digunakan untuk mencari prediksi pendapatan Pajak Reklame untuk
tahun anggaran 2003 sampai tahun 2007.

Y 2003 =681.124.761 + 402.668.895.3 (3)
= 1.889.195.447
Y 2004 =681.124.761 + 402.668.895,3 (4)
=2.291.804.342
Y 2005 =681.124.761 + 402.668.895.3 (5)
=2.694.469.238
Y 2006 =681.124.761 + 402.668.895,3 (6)
=3.097.138.133
Y 2007 =681.124.761 + 402.668.895.3 (7) -
| =3.499.807.028
Dari prediksi pendapatan Pajak Reklame untuk tahun anggaran 2003 sampai

tahun 2007 yang sudah diketahui di atas kemudian dibuat penerapan garis trend.



Tabel V. 12
Trend Pajak Reklame Tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007.

Tahun Anggaran Trend Pajak Reklame |
2003 1.889.195.447
2004 2.291.804.342
2005 2.694.469.238
2006 3.097.138.133
2007 3.499.807.028

Pendapatan Pajak Reklame

Prediksi Pendapatan Pajak Reklame

4000000000

3500000000

3000000000

2500000000

2000000000

1500000000 L

1000000000

500000000 -+

o L
2003

2004

2005 2008 2007
Tahun

Gambar V. 3 Grafik Prediksi Pendapatan Pajak Reklame




76

d. Prediksi pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun anggaran

2003 sampai tahun 2007.

Untuk mencart nilai dart persamaan Y = a + bx dipergunakan tabel sebagai

berikut:
Tabel V. 13
Dasar perhitungan prediksi Pajak Penerangan Jalan.
TAHUN Y X XY X’
1998/1999 3.359.630.979 -2 -6.719.261.958 4
1999/2000° 4.307.051.201 -1 -4.307.051.201 1
2000 2.777.044.366 0 0 0
2001 7.793.350.928 i 7.793.350.928 i
2002 10.364.342.556 2 20.728.685.112 4
28.601.420.030 0 17.495.722 881 10

Tabel tersebut kemudian digunakan untuk mencari nilai a dan b pada persamaan

garis lurus Y = a + bx.

DX o

a=28.601.420.030
5

=5.720.284.006

b=17.495.722.831

10

=1.749.572.280

. S
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Setelah nilai a dan b pada persamaan diketahui maka persamaan garis
lurusnya menjadi Y = 5.720.284.006 + 1.749.572.280 X. Dan persamaan tersebut
kemudian digunakan untuk mencari prediksi pendapatan Pajak Penerangan Jalan
untuk tahun anggaran 2003 sampai tahun 2007.

Y 2003 =5.720.284.006 + 1.749.572.280 (3)
=10.969.000.846
Y 2004 = 5.720.284.006 + 1.749.572.280 (4)
=12.718.573.126
Y 2005 = 5.720.284.006 + 1.749.572.280 (5)
= 14.468.145.401
Y 2006 =5.720.284.006 + 1.749.572.280 (6)
=16.217.717.686
Y 2007 =5.720.284.006 + 1.749.572.280 (7)
=17.967.289.966
Dari prediksi pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun anggaran
2003 sampai tahun 2007 yang sudah diketahui di atas kemudian dibuat penerapan

garis trend.



Tabel V. 14
Trend Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007
Tahun Anggaran Trend Pajak Penerangan Jalan
2003 10.969.000.846
2004 12.718.573.126
2005 114.468.145.401
2006 16.217.717.686
2007 17.967.289.966
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Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Prediksi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

2004

2005 2006 2007
Tahun

Gambar V.4 Grafik Prediksi Pendapatan Pajak Penerangan Jjalan.
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e. Prediksi Perdapatan Pajak Parkir untuk tahun anggaran 2003
sampai tahun 2007.

Dengan diterbitkan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU
Nomor 18 tahun 1997, maka ada pajak baru untuk tingkat Kota atau
Kabupaten, yaitu Pajak Parkir. Untuk di Kota Yogyakarta Pajak Parkir mulai
dipungut 1 januari tahun 2003 jadi tidak bisa digunakan untuk memprediksi
Pajak Parkir untuk lima tahun kedepan.

. Sumbangan atau Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap
Penerimaan Daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan dalam penerimaan pendapatan asli
daerah. Disebabkan karena Pajak Daerah merupakan bagian dari penerimaan
daerah. Pajak berperanan penting dalam penerimaan daerah karena pajak

memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan daerah.

Tabel V.15
Jumlah Pajak Hotel dan Restoran serta Penerimaan Daerah.

Tahun Anggaran Penerimaan Daerah Pajak Hotel dan Restoran |
1998/1999 10.234.622.753 5.544.842.471
1999/2000 13.052.922.798 7.590.046.790

2000 11.558.410.941 7.594.312.899
2001 22.175.831.127,50 12.245.242 445
2002 29.886.128.603,50 16.041.968.352

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.
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a. Untuk mengetahui Sumbangan atau kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
tiap tahun digunakan rumus sebagai berikut:

cn = 27 100%

Ry
Dimana:
Cn = Kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah.
Rxn = Pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu.
Ry = Total penerimaan daerah.
n = Sektor pajak.
Jumlah Kontribusi untuk Pajak Hotel dan Restoran adalah:
[) Tahun anggaran 1998/1999

cn = 7 % 100%
Ry

Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran
unituk tahun anggaran 1998/1999 sebesar 54,17 %.
2) Tahun anggaran 1999/2000

_ Rxn

Ry

Cn x 100%

_ 7.590.046.790 0.
13.052.922.798

= 58,1%
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Besarnya komuribusi atau sumbangan dan sektor Pajak Hotel dan Restoran
untuk tahun anggaran 1999/2000 sebesar 58,1%, naik dari tahun sebelumnya
sebesar 3,93 %.

3) Tahun anggaran 2000

cn = 27 4 100%

Ry
=7.594.312.899 x 100%
11.558.410.941
=65,7%
Besarnya ‘kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran
untuk tahun anggaran 2000 sebesar 65,7% naik dan tahun sebelumnya
sebesar 7,6%.
4) Tahun anggaran 2001
Rxn

Cn = —x 100%
Ry

_12.245.242.445 .
22.175.831.127,50

100%

=55,2%
Besammya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran
untuk tahun anggaran 2001 sebesar 55,2%, menurun dari tahun sebelumnya
sebesar 10,5%.
5) Tahun anggaran 2002

Cn = 7 4 100%
Ry



= X
29.886.128.603,50

16.041.968.352

=53,7%

100%

&2

Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran

untuk tahun anggaran 2002 sebesar 53,7%, menurun dari tahun sebelumnya

sebesar 1,5%.

Tabel V. 16
Hasil Perhitungan Kontribusi/sumbangan dari Pajak Hotel dan Restoran.

Tahun Penerimaan Daerah Pajak  Hotel dan | % kontribusi
Anggaran Restoran Hotel dan
Restoran
1998/1999 | 10.234.622.753 5.544.842 471 54.17%
1999/2000 | 13.052.922.798 7.590.046.790 58,1%
2000 11.558.410.941 7.594.312.899 65,7%
2001 29.886.128.603,50 16.041.968.352 55,2%
2002 33.526.513.267 17.787.825.326 53,7%

Tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Restoran pada tahun anggaran 2000

sebesar 65,7%. Tahun int merupakan yang terbesar diantara tahun anggaran

1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002. Dan kontribusi terkecii

terjadi pada tahun anggaran 2002 sebesar 53,7 %.
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Tabel V.17
Jumlah Pajak Hiburan Serta Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran | Penerimaan Daerah Pajak Hiburan
1998/1999 10.234.622.753 1.216.124.888,25
1999/2000 13.052.922.798 938.657.807
2000 11.558.410.941 779.270.870
2001 22.175.831.127,50 1.£75.803.369,50
2002 | 29.886.128.603,50 1.674.582.496

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

b. Untuk mengetahui Sumbangan atau kontribusi Pajak Hiburan tiap tahun

digunakan rumus sebagai berikut:

Dimana:

=Rxn

Cn = —x 100%

Ry

Cn = Kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah.

Rxn = Pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu.

Ry = Total penerimaan daerah.

n = Sektor pajak.

Jumlah Kontribusi untuk Pajak Hiburan adalah:

1) Tahun anggaran 1998/1999

Rxn

Cn = —x 100%

Ry

_ 1.216.124.888,25

x 100%

10.234.622.753

=11,88%
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Besarnya kontribusi atau sumbangan dan sektor Pajak Hiburan untuk tahun
anggaran 1998/1999 sebesar 11,88%.
2) Tahun anggaran 1999/2000

cn = 2 4 100%

Ry

938.657.807

x 100%
13.052.992.798

=7.2%
Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hiburan untuk tahun
anggaran 1999/2000 sebesar 7,2%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar
4,68%.
3} Tahun anggaran 2000

cn = 7 100%

Ry
=779.270.870 x 100%
11.558.410.941
=6,7%
Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hiburan untuk tahun
anggaran 2000 sebesar 6,7% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,5%.
4) Tahun anggaran 2001

cn = 27 100%

Ry

~ 1.275.803.369,50

= x 100%
22.175.831.127 50

=5,7%
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Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hiburan untuk tahun

anggaran 2001 sebesar 5,7%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 1,0%.

5) Tahun anggaran 2002

Cn =

R 100%
Ry

1.674.582.496
29.886.128.603,50

=5,6%

x 100%

Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Hiburan untuk tahun

anggaran 2002 sebesar 5,6%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,1%.

Tabel V. 18
Hasil Perhitungan Kontribusi/sumbangan dari Pajak Hiburan.

Tahun Penerimaan Daerah Pajak Hiburan % kontribusi
Anggaran Hiburan
1998/1999 10.234.622.753 1 1.216.124.888,25 11,88%
1999/2000 | 13.052.922.798 938.657.807 7.2%
2000 11.558.410.941 779.270.870 6,7%
2001 22.175.831.127,50 [ 1.275.803.369,50 5.7%
2002 29.886.128.603,50 1674.582.496 5,6%

Tingkat kontribusi Pajak Hiburan pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar

11,88%. Tahun ini merupakan yang terbesar diantara tahun anggaran

1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002. Dar kontribusi terkecil

terjadi pada tahun anggaran 2002 sebesar 5,6%.
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Tabel V.19
Jumlah Pajak Reklame serta Penerimaan Daerah.
Tahun Anggaran | Penerimaan Daerah Pajak Reklame

1998/1999 10.234.622.753 114.024 415
1999/2000 13.052.922.798 217.167.000

2000 11.558.410.941 407.782.806

2001 22.175.831.127,50 861.434.385

2002 29.886.128.603,50 1.805.235.199,50

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

c. Untuk mengetahui Sumbangan atau kontribusi Pajak Reklame tiap tahun
digunakan rumus sebagai berikut:

cn = B 100%
Ry

Dimana:

Cn = Kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap pcnerimaan daerah.
Rxn = Pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu.

Ry = Total penerimaan daerah.

n = Sekior pajak.

Jumlah Kontribusi untuk Pajak Reklame adalah:

1) Tahun anggaran 1998/1999

cn = &7 100%

Ry

114.024.415

= x 100%
10.234.622.753

=1,1%
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Besarnya kontribusi atau sumbangan dar1 sektor Pajak Reklame untuk tahun
anggaran 1998/1999 sebesar 1,1 %.
2) Tahun anggaran 1999/2000

cn = B 100 %

Ry

_ 217.167.000
13.052.922.798

x 100 %

=1,7%
Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Reklame untuk tahun
anggaran 1999/2000 sebesar 1,7 %, naik dari tahun sebelumnya sebesar
0,6%.
3) Tahun anggaran 2000

cn = 74 1009%

Ry
=407.782.806 x 100%
11.558.410.941
=3,5%
Besarmva lontribust atau sumbangan dari sektor Pajak Reklame untuk ahun

anggaran 2000 sebesar 3,5% naik dari tahun sebelumnya sebesar 1,8%.

4) Tahun anggaran 2001

cn = By 100%
Ry

_ 861434385
22.175.831.127,50

x 100%

=39%
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Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Reklame untuk tahun
anggaran 2001 sebesar 3,9%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,4%.
5) Tahun anggaran 2002

cn = 27 100%
Ry

_ 1.805.235.199,50 « 100%

29.886.128.603,50

=6,0%
Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Reklame untuk tahun

anggaran 2002 sebesar 6,0 %, naik dari tahun sebelumnya sebesar 2,1%.

Tabel V. 20
Hasil Perhitungan Kontribusi/sumbangan dari Pajak Reklame.
Tahun Penerimaan Daerah Pajak Reklame % kontribusi
Anggaran Reklame
1998/1999 | 10.234.622.753 114.024.415 1,1 %
1999/2000 | 13.052.922.798 217.167.000 1,7 %
2000 11.558.410.941 407.782.806 3,5 %
2001 02.175.831.127,50 1.861.434.385 3,9 %
- 2002 29.886.128.603,50 1.805.235.199,50 6,0 %

Tingkat kontribusi Pajak Reklame pada tahun anggaran 2002 sebesar 6,0 %.
Tahun int merupakan yang terbesar diantara tahun anggaran 1998/1999
sampai dengan tahun anggaran 2002. Dan kontribusi terkecil terjadi pada

tahun anggaran 1998/1999 sebesar 1,1 %.




Tabel V. 21

Jumlah Pajak Penerangan Jalan serta Penerimaan Daerah.
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Tahun Anggaran | Penerimaan Daerah Pajak Penerangan Jalan
1998/1999 10.234.622.753 3.359.630.979
1999/2000 13.052.922.798 4.307.051.201

2000 11.558.410.941 2.777.044.366
2001 22.175.831.127,50 7.793.350.928
2002 29.886.128.603,50 10.364.342.556+

Sumber Data: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

d. Untuk mengetahui Sumbangan atau kontribusi Pajak Penerangan Jalan

tiap tahun digunakan rumus sebagai berikut:

Dimana:

cn = 75 100%

Ry

Cn = Kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah.

Rxn = Pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu.

Ry = Total penerimaan daerah.

n = Sektor pajak.

Jumlah Kontribusi untuk Pajak Penerangan Jalan adalah:

1) Tahun anggaran 1998/1999

_ Rxn

Cn = —x 100%

Ry

3.359.630.979

x 100%

10.234.622 753

=32,83 %
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Besarnya kontribusi atau sumbangan dart sektor Pajak Penerangan Jalan
untuk tahun anggaran 1998/1999 sebesar 32,83 %.
2) Tahun anggaran 1999/2000

R 100%

Ry

Cn

It

4.307.051.201 <
13.052.922.798

100%

=329%
Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Penerangan Jalan
untuk tahun anggaran 1999/2000 sebesar 32,9 %, naik dari tahun sebelumnya
sebesar 0,07 %.
3) Tahun anggaran 2000

cn = B 100%

Ry
=2.777.044.366 x 100%
11.558.410.941
=24%
Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak penerangan jalan

untuk tahun anggaran 2000 sebesar 24%, menurun dari tahun sebelumnya

sebesar 8,9%.
4) Tahun anggaran 2001

Cn = B 100%

Ry

_ 7793350928
22.175.831.127,50

0/
/




=35,1%
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Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Penerangan Jalan

untuk tahun anggaran 2001 sebesar 35,1 %, naik dari tahun sebelumnya

sebesar 11,1 %.
5) Tahun anggaran 2002

cn = 7 100%

Ry

_ 10.364.342.556
29.886.128.603,50

x 100%

=34,7%

Besarnya kontribusi atau sumbangan dari sektor Pajak Penerangan Jalan

untuk tahun anggaran 2002 sebesar 34,7 %, menurun dari tahun sebelumnya

sebesar 0,4 %

Tabel V. 22
Hasil Perhitungan Kontribusi/sumbangan dari Pajak Penerangan Jalan.

Tahun Penerimaan Daerah Pajak Penerangan | % kontribusi |
Anggaran Jalan Penerangan
jalan
1998/1999 | 10.234.622.753 3.359.630.979 32,83 %
1999/2000 | 13.052.922.798 4.307.051.201 32,9 %
2000 11.558.410.941 7.793.350.928 24 %
2001 22.175.831.127,50 7.793.350.928 35,1%
2002 29.886.128.603,50 10.364.342.556 34,7%




Tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada tahun anggaran 2001
sebesar 35,1%. Tahun ini merupakan yang terbesar diantara tahun anggaran
1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002. Dan kontribusi terkecil terjadi
pada tahun anggaran 2000 sebesar 24 %.

5. Untuk mengetahui sumbangan atau kontribusi Pajak parkir.

Dengan diterbitkan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas
UU Nomor 18 tahun 1997, maka ada pajak baru untuk tingkat Kota atau
Kabupateh, vaitu Pajak Parkir. Untuk di Kota Yogyakarta Pajak Parkir mulai
dipungut 1 januari tahun 2003 jadi tidak bisa digunakan untuk menghitung
sumbangan atau kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah.
C. Pembahasan

1. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sampai

2002.



Tabel V. 23

Tabel Realisasi Penerimaan Dari Pajak Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 Dan
Kenaikan/Penurunan Dengan Angka Indeks
(Tahun Dasar 1998/1999 = 100 %)
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~ Sektor o Tahun Anggaran Kenaikan/Penurunan dalam persentase
? Pajak 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 1999/2000 2000 2001 2002
_____ 7Pajak 5.544.842.471 7.590.046 790 7.594.312.899 12.245.242.445 16.041.968.352 | 136,88% | 136,96% | 220,84% | 289.3%
Hotel dan
- Restoran .
- Pajak | 1.216.124.888,25 | 938.657.807 779.270.870 | 1.275.803.369.50 | 1674.582.496 | 77,18% | 64,1% | 104,90% | 137,69% |
i Hiburan
}_ Pajak 114.024.415 217.167.000 407.782.806 861.434.385 1.805.235.199 190,5% 357,6% 755,5% | 1.583,2%
Reklame |
Pajak J" 3.359.630.979 4.307.051.201 2.777.044.366 7.793.350.928 10.364.342.556 | 128,2% 82,65% 231,9% 308,5%
Penerangan
Jalan
Pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkir
Tumiah | 10.234.622.753 | 13.052.922.798 | 11.558.410.941 | 22.175.831.127,50 | 20.886.128.603 | |
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Keterangan:
a. Pajak Hotel dan Restoran

1) Pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami kenaikan sebesar 36,88%.

2) Pada tahun anggaran 2000 mengalami kenaikan sebesar 36,96%.

3) Pada tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan sebesar 120,84%.

4) Pada tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan sebesar 189,3%.

b. Pajak Hiburan
1) Pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami penurunan sebesar
22.82%, karena usaha hiburan seperti bioskop mengalami kerugian
sehingga terpaksa ditutup.

2) Pada tahun anggaran 2000 mengalami penurunan sebesar 35,9%.

3) Pada tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan sebesar 4,9%.

4) Pada tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan sebesar 37,69%.

c. Pajak Reklame

1) Pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami kenaikan sebesar 90,5%.
2) Pada tahun anggaran 2000 mengalami kenaikan sebesar 257,6%.

3) Pada tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan sebesar 655,5%.

4) Pada tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan sebesar 1.483,2%.

d. Pajak Penerangan Jalan

1) Pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami kenaikan sebesar 28,2%.
2) Pada tahun anggaran 2000 mengalami penurunan sebesar 17,35%.

3) Pada tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan sebesar 131,9%.

4) Pada tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan sebesar 208,5%_



95

2. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah dari tahun anggaran 2003 sampai dengan

tahun 2007.
Tabel V. 24
Prediksi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun | Pajak Hotel dan | Pajak Hiburan Pajak Pajak
Anggaran Restoran Reklame Penerangan

Jalan

2003 17.498.116.813 | 1.553.106.116 | 1.885.195.447 | 10.969.000.846

2004 20.063.061.554 | 1.678.512.193 | 2.291.804.342 | 12.718.573.126

2005 22.628.006.295 | 1.803.918.270 | 2.694.469.238 | 14.468.145.401

| 2006 25.192.951.036 | 1.929.324.347 | 3.097.138.133 | 16.217.717.686

2007 27.757.895.777 | 2.054.730.423 | 3.499.807.028 | 17.967.289.966
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3. Sumbangan atau kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah.

Tabel V. 25

Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah

Tahun Pajak Hotel | Pajak Hiburan Pajak Pajak Penerangan
Anggaran dan Restoran Reklame Jalan
1998/1999 54,17 % 11,88 % 1,1% 32,83 %
1999/2000 58,1 % 72 % 1,7% 32,9 %

2000 65,7 % 6,7 % 3,5% 24 %

2001 55,2 % 5,7% 3,9% 35,1 %

2002 53,7% 5,6 % 6 % 34,7 %
Keterangan:

a. Sumbangan terbesar adalah dari sektor pajak hotel dan restoran. Pajak hotel

dan restoran memberikan sumbangan rata-rata diatas 50%, dari tahun

anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002. Hal ini disebabkan oleh

karena, Kota Yogyakarta adalah salah satu kota tujuan wisata yang banyak

dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik.

b. Sumbangan terkecil adalah dari sektor pajak reklame. Pajak reklame

memberikan sumbangan sebesar 1,1% sampai 6%, dari tahun anggaran
& p £8

1998/1999 sampai dengan tahun 2002. Hal ini disebabkan oleh karena,

berkurangnya permintaan akan penggunaan jasa reklame.




BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Lo

Perkembangan pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak
hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan) pada tahun anggaran
1998/1999 sampai dengan 2002 sebagian besar mengalarhi kenaikan,
kecuali pajak hiburan pada tahun anggaran 1999/2000 dan tahun anggaran
2000 mengalami penurunan karena banyaknya usaha hiburan seperti
bioskop mengalami kerugian terpaksa ditutup, serta pajak penerangan
jalan pada tahun anggaran 2000 mengalami penurunan karena permintaan

penggunaan tenaga listrik berkurang. (lihat tabel V. 23)

. Prediksi pendapatan pajak daerah (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan,

pajak reklame dan pajak penerangan jalan) pada tahun anggaran 2003
sampail dengan tahun anggaran 2007 mengalami kecenderungan naik.

(lihat tabel V. 24)

. Sumbangan/kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah dari

tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002 yang terbesar adalah dari
sektor pajak hotel dan restoran sedangkan sumbangan/kontribusi terkecil

adalah dari sektor pajak reklame. (lihat tabel V. 25)
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B. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil pembahasan, penulis menemukan keterbatasan-keterbatasan

penelitian sebagat berikut:

1.

Ada beberapa data yang kurang lengkap misalnya data penerimaan
pajak parkir, hal in1 disebabkan oleh karena pajak parkir baru mulai

dipungut di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 1 januari 2003.

2. Ada beberapa data yang tidak dapat dilacak kebenarannya karena data
tersebut menjadi rahasia pemerintah.
C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota

Yogyakarta, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran.

Semoga masukan dan saran ini dapat berguna untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

1.

Pemerintah Kota Yogvakarta supaya meningkatkan kualitas
administrasi dan operasional secara professional pada proses
penggunaan dan pemasangan reklame, mengingat sumbangan pajak
reklame terhadap penerimaan daerah masih sangat kecil.

Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya penerimaan pajak untuk
pembangunan daerah kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
Penyuluhan pajak dapat dilakukan dengan cara pemasangan spanduk
yang berisi ajakan untuk membayar pajak. Cara yang lain adalah

dengan menyampaikan kepada masyarakat umum melalui media masa
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mengenai besarmya penerimaan daerah dan menunjukkan dalam wujud

nyata melalui pembangunan fasilitas umum.
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Lampiran 1 103

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

URAIAN ANGGARAN REALISASI
- ) o PENERIMAAN
BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU | 2.998.386.337,40 | 2.998.386.337.40
Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu 2.998.386.337.40 | 2.998.386.337 40
Sisa Lebili Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu 2998.386.337,40 | 2.998.386.337,40
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAIL  ]18.931.756.418,35 | 19.972.895.793,60
Pos pajak Daerah - 9.309.972.321,25 | 10.266.547.924,25
Pajak Potong Hewan 888.600,00 888.600,00
Pajak Pembangunan | 7 1 5.054.718.400,00 | 5.544.842.471,00
Pajak Radio ) s 600,00 600,00
Pajak Bangsa Asing _ 258.875,00 238.875.00
Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum ) 1.140.959.646,25 | 1.216.124.888.25 |
Pajak Reklame , ] 212.164.200,00 | 114.024.415,00
Pajak Anjing _ 0 0 L
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan ) 36.G00.000,00 30.795.096,00
Pajak penjualan mmiman yang mengandung Alkohol B L0 0 -
Pajak Kendaraan Tidak Bermotor o 2.000,00 | 2.000,00 |

) 2.865.000.000,00 | 3.359.630.979,00 |

| Pajak Penerangan Jalan ) L
Pos Retribusi Daerah | 7.185.230.429,00 | 7.157.371.159,00
Pos Bagian Laba Badan Milik Daerah ) | 875.479.894,36 879.374.865,76

Pos Penerimaan Dari Dinas-dinas ,,_,__,,4_7__,4_62.:@3-452.»00 467.991.021,83

Pos Penerimaan Lain-lain ) o 4 1.091.675.341,74 | 1.201.610.822,76
Pos Bagi Hasil Pajak o 15728.605.120,00 | 7.347.039.965.85 |
| Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 7 7 ~ 740.549.655,00 | 1.333.105.733,00
Pos Sumbangan - 29.027.026.590,00 | 28.714.959.169,00 |
10.887.227.481,00 | 11.004.402.700,00

Pos Bantuan o o o I(
| Pos Urusan Kas dan Perhitungan 5.418.705.332,00 | 9.255.429.157,00




Lampiran 2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 1999/2000
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 BAGIAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN YANG LALU

7.043.393.541,00

7.043.393.541,09

| BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

23.349.603.553,00

24.790.128.183,92

POS PAJAK DAERAH

12.111.987.785,00

13.688.831.229,00

Pajak Hotel dan Restoran

6.248.250.100,00

7.590.046.790,00

Pajak Hiburan

748.831.485,00

938.657.807,00

Pajak Reklame

406.124.700,00

217.167.000,00

| Pajak Pencrangan Jalan

4.114.679.500,00

4.307.051.201,00

| Pajak Pemanfaatan ABT & AP

| 558.102.000,00

635.908.431,00

—

| POS RETRIBUSI DAERAH

| 8.137.820.480,00

6.559.081.376,53

-

| POS BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH

| 1.461.628.036,04

1.116.628.134,71

| POS LAIN-LAIN PENDAPATAN

1.638.167.237,98

2.006.166.213,68

| POS BAGI HASIL PAJAK

7.313.211.095,00

10.071.025.234,01

| POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK

349.000.000,60

503.473.313,00

| POS SUBSIDI DAERAH OTONOM

42.018.400.260,00

37.058.462.810,00

| POS BANTUAN PEMBANGUNAN

27.657.102.000,00

| 16.458.081.650,00

 POS URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

| 7.613.180.067,00

] 7.821.367.585,00




LAPORAN REALISAST PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2000
JENIS PAJAK ANGGAKAN REALISASI

BAGIAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN YANG LALU 17.249.920.280 22.014.332.743,67
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.657.046.215 22.452,952.250,89
POS PAJAK DAERAH 10.491.607.385 12.025.309.377
Pajak Hotel dan Restoran 5.659.132.100 7.594.312.899
Pajak Hiburan 670.405.585 779.270.870
Pajak Reklame 371.443.700 407.782.806
Pajak Penerangan Jalan 3.333.897.500 2.777.044.366

' Pajak Pemanfaatan ABT & AP 456.728.500 466.898.436
POS RETRIBUSI DAERAH 6.930.753.585 7.126.576.820

POS BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH

1.938.189.700

1,926.370.396,85

| POS LAIN-LAIN PENDAPATAN 1.296.495.545 1.374.695.657
| POS BAGI HASIL PAJAK 6.150.731.855 11.300.550.259,27
| POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK 375.000.000 990.387.750
| POS SUBSIDI DAERAH OTONOM 40,138.262.095 35.022.636.942
POS BANTUAN PEMBANGUNAN 13.475.679.000 13.235,552.710
5.878.980.387 1 3.752,274.320

| POS URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN
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Lampiran 4

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2001
M JENIS PENERIMAAN [ ANGGARAN REALISASI
L PENERIMAAN |
BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU | 19.183.584.331,26 | 19.183.584.331.26

[19.183.584.331,26

Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu 19.183.584.331,26
a. Sisa Kas per 31 Desember 2000 19.178.350.898.26

19.178.350.898,26

b. Sisa UUDP | 5233.435,00

| 5233.43500 |

Bagian Pendapatan Asli Daerah 33.125.458.598,61

40.349.209.817,63

Pos Pajak Daerah [ 17.814.447.519,50

22.886.374.632,50 |

Pajak Hotel dan Restoran - 10.850.000.000,00
Pajak Hiburan

1.081.492.719,50 | 1.275.803.369,50 |

| 12.245.242.445,00

496.248.300,00

861.434.385,00

ﬁ_Pa:jak Reklame
ﬂ&k Penerangan Jalan

4.800.000.€00,00

7.793.350.928,00

| Pajak Pemanfaatan ABT dan AP

710.543.305,00

o 586.706.500,00
11.503.842.081,00

Pos Retribusi Daerah

11.773.895.343,16

"Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah - i 2.249.570.045,51

2.249.570.045,51 |

Pos Lain-lain Pendapatan

1.557.598.652,60 3.439.369.816,66
17.872.784.000,00 32.634.378.613,29

Pos Bagi Hasil Pajak
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak

1.220.000.000,00

| 483.655.406,00

Pos Dana Alokasi Umum 113.438.727.000,00

no |
113.438.727.000,00 |

' Pos Dana Alokasi Khusus 20.482.738.000,00

20.714.251.109,00
.

| Pos Pinjaman Dalam Negeri 0

0 ]

0

| 143.723.070,00

Pos Pinjaman Luar Negeri 0
Pos Lain-lain Penerimaan Yang Sah | 143.723.070,00
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Lampiran 5

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2002

JENIS PENERIMAAN ]

ANGGARAN

REALISASI
PENERIMAAN

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU

34.595208.955,59

35.596.366.520,59

Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu

34.595.208.955,59

35.596.366.520,59

a. Sisa kas per 31 Desember 2001

32.665.894.140,59

35.596.366.520,59

| b. DIPDA Lanjutan

1.929.314.815,00

0

| Bagian Pendapatan Asli Daerah

49.685.313.410,17

56.391.374.292 88

Pos Pajak Daerah

27.107.396.233,00

30.517.591.845,50

Pajak Hotel dan Restoran

13.930.987.900,00

16.041.968.352,00 |

| a. Hotel dan Penginapan

9.230.000.000,00

11.757.856.454,00

'b. Rumah Makan/Warung Makan

4.605.086.981,00

4.180.599.900,00

¢. Pedagang Kaki Lima 63.623.520,00 64.283.650,00
| d. Tunggakan 30.251.899,00 37.202.839,00
- Hotel dan Penginapan 22.697.399,00 29.369.999,00
| - Rumah Makan atau Warung Makan 7.554.500,00 7.832.840,00

| e. Sekaten

2.025.500,00

2.025.500,00

u’ajal( Hiburan

1.577.203.448,00

1.674.582.496,00

| a. Gedung Bioskop

153.348.475,00

157.982.197,00

| b. Kebun Binatang Gembira Loka

196.475.312,00

222.420.858,00

1.086.979.661,00

].151.593.216,00

¢. Lain-lain Pertunjukan o
d. Tunggakan

25.400.000,00 26.837.485,00
e. Sekaten 115.000.000,00 115.748.740,00
Pajak Reklame 1.713.542.785,00 1.805.235.199,50
| a. Pajak Reklame 1.700.000.000,00 1.803.235.199,50
_b. Tunggakan | 11.542.785,00 0
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Lampiran 5 (lanjutan)

| c.Sekaten

L

2.000.000,00

2.000.000,00 |

LPajak Penerangan Jalan

9.294.665.100,00

10.364.342.556,00

| Paj ak Pemanfaatan ABT dan AP

590.997.000,00

631.463.242,00

13.991.791.119,00

14.193.457.159,11 |

~ | Pos Retribusi Daerah
Pos Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

2.509.234.852,65

Pos Lain-lain PAD yang sah
Pos Bagi Hasil Pajak

6.076.891.214,52

2.509.234.852,65
9.171.090.435,62

21.985.125.317,00

24.744.094.790,00 |

LPos Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

808.672.572,24

350.156.572.24 |

| Pos Dana Alokasi Umum

162.540.000.000,00

162.874.512.500,%
|

| Pos Pinjaman Dalam Negeri 0 0

| Pos Pinjaman Luar Negeri 0 0

| Pos Penerimaan Dari Pemerintah 5.096.788.000,00 5.498.801.550,00
12.362.429.745,00 | 17.041.539.327,34

L—Pos Penerimaan Dari Propinsi

Eos Urusan Kas dan Perhitungan

948.868.385,00

16.276.511.359,00 |
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

Komp. Balaikota JL.Kenari No.5€ Yogyakarta 55165 Telp. 515885, 515856 Pewi 248, 212

Langsung 362535

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa
Nama : Niana Agnes Kewa Nubt
i Nerjaasn : Mahasiswa Umiversitas Sanata Dhavina Yogvakarta
Nomor Mahasiswa 992114178
Alamat : Mncan Tromol Pos 29, Yogyakarta

Telah mengadakan wawancara serta pengumpulan data daiam rangka penelitian di Karntor
Pelayanan Pajak Dacrah Kota Yogyakarta dengan judul ” Anslisis Perkembangan
Pendapatan Pajak Dacral, Prediksi Pendapatan Pajak Daerab serta Potensi Pendapatan

Pajak Daersh 7 miulad tanggal 11 Nopember 2003 s.d 17 Pebruan 2004,

Premikian Surat Feteranean 1 dibuat untuk dapat dipercunakan sebagaimana mestinya.
= = pard o

il 1

Yogyakarta, 23 Juli 2004

a.n. Kepala Kantor
. Sub. Bagian Tata Usaha




